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7 llndang-undang No111or 6 Talnm (I IU tcntnng i..:ctcnluan llnu11n dm1 T111.1-c11r;i 
Pcrpajak,u1 ( Lemb:tr:m Negara Tahun I 1JlU No111or 41>, Ta111halrnn 1.crnharan 

Negara Nomor _Q (,2). 

8. Undang-und:mg Nomor 17 Talnm 1997 tenl11ng lladan J'cnyclesnian Sengkcti, 
Pajak (Lcmbarm1 Negara Tahun 1997 Nomor ,-1(), Tambahan Lemb;u·an Negara 

Nomor 3684). 

9. Undang-undang Nomor 1 R Tahtm 1997 tentang P:tiak Daerah dan Ri.:trihusi 
Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tamhahan I ,crnbaran Nt:gara 

Nomor 3685). 

lO. Undang-undang Nomor 19 Tal111n 1997 tcnfang Pcnagihan Pajak dcngan Sw·at 
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Ncgarn 
Nomor 3686). 

l l . Un<lang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tcntang Pcngclolaan Lingkungan I Iidup 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3699). 

12. Pcraturan Pcmc1intah Nomor 32 Tahun 1969 tcntang Pclaksanaan Und.1ng-undang 
Nomor l l Tahw1 .1967 (Lcmbaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan 
Lcmbaran cgara Nomor 2916 ). 

13. Peraturan Pcmc1intah Nomor 51 Tahun 1993 tcnlang Analisa Mcngenai Dampak 
LingkW1gan (Lcmbaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, lambahan Lembaran 
Negara omor 3538). 

14. Keputusan Presidcn Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 
LindWlg. 

15. Keputusan l'vlenteri Dalam Nege1i Nomor 84 TahWl 1993 tcntang Bentuk 
Peraturan Dacrah dan Pcraturan Daerah Perubahan. 

16. Keputusan Mentt:ri Dalam Ncgcri Nomor 170 TahWl 1997 tentang Pedoman 
Tatacara PW1gutan Pajak Daerah. 

17. Keputusan Mente1i Dalam Negeri omor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara 
Pemeriksaan di Bidang Pajak. 

18. Pcratw-an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kudus Nomor 10 Tahw1 
1987 tentang Penyidik Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah i..:.abupaten Daerah 
Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4). 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rak)'at Daerah Kabupatcn Dacrah Tingkat ll Kudus 

Menetapkan 

MEMUT U SKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS 
TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR 
PERMUKAAN. 

BAB I.. ... 



DAB I 

KETENTUAN UMllM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kudus ; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ; 

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ; 

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kudus ; 

e. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang sclanjutnya disebut 
Pajak adalah pungutan Daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; 

f. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, di bawah lapisan kedap air 
termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ; 

g. Air pennukaan adalah air yang berada di alas pennukaan bumi tidak tennasuk air 
laut ; 

h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat 
Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawal1 Tanah dan 
atau Air Perrnukaan yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak ; 

i. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah ; 

J. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang ; 

k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah yang masih hams dibayar ; 

I. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan ; 

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak iebih besar dari p~jak yang terhutang atau tidak seharusnya 
terhutang ; 

n. Surat... .. 
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n. Surat Ketctapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak ; 

o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak clan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

BAB II 

NAMA, OBYEK, DAN SUBY EK PAJAK 

Pasal 2 

(I) Dcngan nama Pajak Pcmanfaat,,n Air nawah Tanah dan Air Pcnnukaan dipungut 
P:~jak alas sctiap pcmanfaatan Air Oawah Tanah clan Air Pcrmukaan. 

(2) Obyck Pajak adalah : 

a. Pcngambilan Air Oawah Tanah ; 
b. Pengambilan Air Pcrmukaan. 

Pasal 3 

Dikccualikan d,ui Obyck Pajak adalah : 

a. pcngambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Pennukaan oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Dacrah ; 

b. pengambilan Air Pcrmukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk 
menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemcliharaan pengairan, serta mengusahakan 
air dan sumber-sumber air ; 

c. pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Pennukaan untuk kepentingan pengairan 
pertanian rakyat ; 

d. pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Pennukaan untuk keperluan dasar 
rumah tangga ; 

e. pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Pennukaan untuk kepentingan sosial dan 
atau keagamaan. 

Pasal 4 

(I ) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengarnbil dan atau 
memanfaatkan Air Bawah Tanah dan atau Air Pennukaan. 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengan1bil Air Bawah Tanah 
dan atau Air Pennukaan. 

BAB Ill 

TAR1PPAJAK 

Pasal 5 

Tarip Pajak diterapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). 
BAB IV .... . 

--
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BAB 1.V 

DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGIIITUNGAN PAJAK 

Pasal 6 

( 1) Dasar Pcngenaan Pajak adalah nilai pcrolehan air. 

(2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini dinyat.ikan 
dalam rupiah yang dihitung mcnurut scbagian atau seluruh faktor-faktor : 
a. Jcnis sumbcr air ; 
b. Lokasi sumbcr air ; 
c. Volume air yang diambil ; 
d. Kualitas air ; 
c. Luas areal tcmpat pcmakaian air ; 
f. Musirn pengambilan air ; 
g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pcngambilim dan 

atau pcmanfaatan air. 

(3) Cara mcnghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
adalah mcngalikan volume air yang diambil dcngan harga dasar air. 

(4) Harga Dasar Air scbagaimana dirnaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan secara 
periodik oleh Kepala Daerah mcmperhatikan faktor-faktor sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) Pasal ini. 

(5) Hasil pcnghitungan nilai pcrolehan air sebagairnana dirnaksud ayat (2) dan (3) 
Pasal ini ditctapkan olch Kepala Dacrah. 

Pasal 7 

Besamya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagai­
mana dirnaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini. 

BAB V 

i\1ASA, SAAT, DANWILAYAHPE.MUNGUTANPAJAK 

Pasal 8 

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditctapkan oleh Kepala Daerah 
sebagai dasar untuk menghitung besamya pajak terhutang. 

Pasal 9 ..... 



0 

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pad..1 saat pcngambilan Air lJawah Tanah dan Air 
Pcnnuk:un. 

Pasal 10 

Pajak yang terhutang dipwigut di \vilayah Dacrnh. 

BAU VI 

SURAT PEMBF,RJTAHl lA PAJAK DAER.AH (SPTPD) 

Pasal 11 

(1) Setiap \Vajib Pajak wajih mengisi SP1l>D. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hams diisi dcngan jclas, bcnar, dan 
lcngk.1p serta ditancfatangani oleh \Vajih Pajak atau kuasanya. 

(3) STI>D yang dimaksud da)am ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Dacrah 
sclrunbat-lambatnya 15 (lima belas) hari setclah berakhimya masa pajak. 

( 4 ) Bentuk. isi. dan tatacara pcngisian SPTPD ditetapkan olt:h Kepala Daerah. 

BAB VII 

TATACARA PERHlTlJNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 12 

( 1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat ( 1) Peraturan Dacrah ini 
Kepala Daerah menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SJv>D. 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar 
setelah lcwat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SJQ>D diterima, dikenalan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 °10 (dua persen) perbulan dan ditagih 
dengan menerbitkan STPD. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 13 

Wajib Pajak membayar sendiri. SPTPD sebagaimana di.maksud dalamPasal 11 ayat 
( 1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan 
menetapkan pajak sendiri yang terhutang. 

Dal.am jangk.1 wakn1 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak. Kepala Daerah 
dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB ; 
b. SKPDh.BT ; 
c. SKPDN. 

SKPD~ sebagai.mana di.maksud hurnf a ayal (2) Pasal ini diterbitkan : 
a. apabila .... . 

-
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a. ~pabila berdasarka~ hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terhutang 
lldak atau kurang dtbayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 
% ( dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar 
untuk jangka waktu paling lruna 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terhutangnya Pajak ; 

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah 
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o 
(dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat 
terhutangnya Pajak ; 

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung 
secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 o/o ( dua 
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan terhitung 
sejak saat terhutangnya Pajak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) Pasal ini diterbitkan apabila 
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah Pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut. 

(S) SKPDN sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) Pasal ini diterbitkan apabila jumlah 
Pajak yang terhutang sama besamya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak 
terhutang dan tidak ada kredit Pajak. 

(6) Apabila kewajiban membayar Pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (2) Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya 
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD 
ditambah dengan sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan. 

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan. 

(1) 

(2) 

(3) 

BAB VIII 

TATACARAPEMBAYARANPAJAK 

Pasal 14 

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, dan STPD. 

Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, basil penerimaan 
Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu 
yang ditentukan oleh Kepala Daerah. 

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan 
dengan menggunakan SSPD. 

Pasal 15 ..... 
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Pasal 15 

Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas. 

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. 

(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus 
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % 
(dua persen) perbulan darijumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar. 

( 4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) 
perbulan dari jumlah Pajak yang belum a tau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara 
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksu<l ayat (2) dan ( 4) 
Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasal 16 

(1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana <limaksud dalam Pasal 14 Peraturan 
Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan Pajak 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB IX 

TATACARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 17 

(I) Surat Teguran, Surat Peringatan a tau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 
pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang 
terhutang. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 
dirnaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat. 

Pasal 18 

( 1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain 
yang sejenis, jumlah Pajak yang haru<i dibayar ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Pejabat ..... 
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(2) Pejabat mcnerhitkan Surat Paksa segera setelah lcwal 21 (dua puluh satu) hari 
scjak tanggal Surat Tcguran, Surat Peringatan atau surat lain yang scjenis. 

Pasal 19 

Apabila Pajak yang harns dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah 
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah 
Mclaksanakan Penyitaan. 

Pasal 20 

Sctelah dilakuk:m penyitaan clan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, 
setelah lewat 10 (scpuluh) hati s~jak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakari 
Penyitaan, Pejabat mengajukan pe,mintaan penclapan tanggal pclelangan kepada ~ antor 
Lelang Negara. 

Pasal 21 

Setelah Kantor J ,clang Negara menelapkan ha,i tanggal, jam, da,, tempat pelaksanaan 
lelang, Juru Sita mcmbe,irahukan dengan segcra ~~cara tertulis kepada Wajib Pajak. 

Pasal 22 

Bcntuk, jenis, dan isi r~rmulir yang dipcrgunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak 
Daerah ditetapka:1 oleh Kepala Daerah. 

BAB X 

£'ENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 23 

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan 
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak. 

(2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagai­
mana dim.aksud ayal (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB XI 

TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMJNISTRASI 

Pasal 24 

(I) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : 

a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekcliruan 
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah : 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ; 
c. mcngurangkan .. ... 
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(3) 

( 4) 
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c. mcngur:mgkan atau tm:nghapuskan sanksi administrnsi herupa bunga, denda, 
dan kcnaikan pajak yang terhulang clalam hal sanksi terscbut dikenakan karcna 
kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahannya. 

Petmohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan 
atau pcngurangan sanksi administrasi atas SK.PD, SKPDKB, SKPDKBT, clim 
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara 
tertulis olch Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan 
STPD dcngan mcmhetikan alasan yang jelas. 

1::epala Dacrah atau J>cjabat p11ling lama .1 (tiga) hulan scjak surat pem10honan 
sebagaimana din111ksud ay11t (2) l'asal ini ditc1i rna, sucb1h harus mcmbcrikan 
Keputusan. 

Apabila sctdah lcwat waktu 3 (ti •a) h11l11n schagairnann dimaksud ayat (3 ) Pa11al 
ini. Kcpala Dacrah atau l'cjahal lidak mcmhcrikan kcputusan, pcrmohonan 
pcmhctulan. pcmhatalnn, pcngurangan kclct:1p11n dan penghapu.cian atau 
pcngurang:111 sa11ksi administrasi dianggap dikahulka11. 

BAB XII 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 25 

(I ) Wajib Pajak dapat mcngajukan kcbcratan hanya kcpada Kcpala Dacrah atau 
Pejabat alas sualu : 

a. SK.PD , 
b SKPDKB : 
c. SK.PDKBT ; 
d. SKPDLB ; 
e. SKPDN ; 

(2) Pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, disampaikan secara 
tertulis da1arn bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulat1 sejak SK.PD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDLB, clan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
kead.aan di luar kekuasaannya 

(3) Kepala Daerah a tau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua be las) bulan 
sejak tanggal surat pennohonan kebcratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 
ini diterima, sudah memberikan keputusan. 

( 4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat ( 3) 
Pasal ini, Kepala Daerah atau Pcjabat tidak mcmherikan kcp11h1san, pcmlOhonan 
keberatan dianggap dikahulkan. 

(~) l'c11ga_1uan 
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(5) P . k ngaJuan ·cbcratan scbagaimana dima.ksud ayal (I) Pasal ini, ticlak menunda 
kcwajiban membayar Pajak. 

Pasal 26 

(1) \\'ajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menunda 
kewajiban membayar Pajak. 

Pasal 27 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini 
atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan ini 26 dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

BAB XIII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK 

Pasal 28 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan 
sekurang-kurangnya : 
a. Nama dan alamat Wajib Pajak ; 
b. Masa Pajak ; 
c. Besamya kelebihan pembayran pajak ; 
d. Alasan yang jelas. 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilampaui 
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan 
dalam waktu paling lama I (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalamjangka waktu paling lama 
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Sw-at Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan 
imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan Pajak. 

Pasal 29 ... .. 
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Pasal 29 

Apabila Kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dcngan hu_ta_ng Pajak lainnya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Pcraturan Daerah 1~1, pemhayaranny~ 
dilakukan dengan cara pemindahbu.kuan clan hukti pemindahbuk11an Juga berlaku sebaga1 

bukti pembayaran. 

(1) 

(2) 

BAB XIV 

KEDAL V WARSA 

Pasal 30 

Hak untuk mclakukan penagihan Pajak, kcdaluwarsa sctclah melampaui jangka 
waktu 5 (lima) t;ihun terhitung sejak saat tcrhutangnya Pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di hidang perpajakan Daerah. 

Kedaluwars., penagihan Pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat (I ) PasaJ ini ter­
tangguh apabila : 

a. Ditcrbitkan Surat Tcguran dan Surat Paksa ; 
b. Ada pcngakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak bail< langsung maupun tidak 

langsung. 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 31 

(1 ) Barang siapa yang karena kealpaannya tidak menyarnpaikan SPTPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melarnpirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
J..'Ul1lllgan selarna-larnanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 
( dua) kali jumlal, Pajak yang terhutang . 

(2) Barang siapa yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana 
Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (cmpat) 
kali jumlah Pajak yang terhutang. 

Pasal 32 

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini 
tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahwt sejak saat terhutangnya 
Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahwi Pajak atau berakhimya 
Tahun Pajak. 

BAB XVI 

PENYIDIKAN 

Pasal 33 ..... 
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Pasal 33 

(l ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan 
a tau laporan tersebut menjadi lengkap dan jela~ ; 

b. menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi 
atau badan tentang kcbenaran pcrbuatan-perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan t:indak pidana perpajakan Daerah tersebut ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ; 

e. melal-a1kan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut ; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan 
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini ; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi ; 

J. menghentikan penyidikan ; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pen)~dikan tindak pidana 
di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung­
jawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198 1 
tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVII .. ... 
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BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Hai-hal ya~ belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan­
nya akan d1atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

Pasal 35 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kudus . 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 28 Pebruari 1998 

,. AN RAKYAT DAERAH 
AH TINGKAT II KUDUS 

D I SAHKA N 

1/ o-~~'.Q KEPALA DAERAH 
i>-,, ~ AT II KUDUS 

\ 

D en g a n Kepuru , a n M c n te ri Da l a m Neg eri 
1k Jn<l o n c".)1 a 

Nu : "Y~ 

0
... .. . . ~-- 5..;iT gl .. £..~lf.? .. ~ .. f? 

/)° V i ~ > ·1t ' e ,1Jc, a l 

Pcmcrima:.an l nJ Pa ·· ah 
D in:t t ur ,,, r'taubu .a\ 

KA U:>A R AS. 

;j?-= 

Di unda ngkan da l am Lembaran Daerah Kab upat e n Dae -
ra h Ting ka t II Kudus pada tanggal 11 Ag us tus 1998 
No rnor 5 Tahun 1998 

Ya ng 

~ ------------- . 
P e m b i n a 

NIP . Ol00'- tH40 
As i s t e n I II Se kwi l da 
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PENJ EL ASA N 

ATAS 

PERATlJRAN 
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KUDUS 

NOMOR 2 T AHUN 1998 

TE NT ANG 

PAJAK PE1\1ANFAATAN Arn BA WAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN 

PENJELASAN UMllM 

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor I 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Rctribusi Daerah yang ditindaklaitjuli dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah. maka Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pennukaan tennasuk jeni~ Pajak 
Daerah Tingkat II. · 

Bahwa pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pennukaan oleh ma:iyarakat harus 
memperhatikan pengelolaan Air Bawah tanah dan Air Permukaan yang didasarkan atas asa5 
kemanfaatan, keseimbangan dan kelcsta1ian lingkungan. 

Sebagai bagian dari sistcm peqlajakan Indonesia, Pajak Daerah pada dasamya 
merupakan beban masyarakat sehingga pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terus menerus, 
terutama mengenai obyek dan tarip pajaknya agar kebijaksanaan perpajakan dapat memberikan 
beban yang adil dan sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung 
jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. 

Sebagai usaha perbaikan administrasi perpajakan guna lebih meningkatkan efektifitas, 
efisiensi dan intensifikasi pemungutan diperlukan adanya langkah-langkah yang bertujuan untuk 
menyederhanakan dan memperbaiki jenis clan strnktur perpajakan Daerah, memperbaiki sistem 
administrasi perpajakan Daerah sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional dengan 
mengklasifikasikan pajak dan menyederhanakan tarip pajak untuk memperkuat upaya peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah yang mendukung pembangunan Daerah. · 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 huruf a sampai dengan : Cukup jelas 
hwufe 
Pasal 1 hurus f 

Pasal 1 huruf g sampai dengan 
Pasal 35 

Yang dirnaksud lapisan kedap air adalah lapisan yang terdiri dari 
batuan yang tidak meresap air. 
: Cukup jelas 
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